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PUTUSAN
Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta (Kantor SPN Jatiland Mall), tempat
kediaman di RT.005/RW.003, Kelurahan Moya, Kecamatan
Kota Ternate Tengah,Kota Ternate, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku
Utara, yang berkantor di JI. Raya Mangga Dua RT 002/RW
004, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020, yang terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register
nomor 301/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 sebagai
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Honorer (SMP  Sanawia), tempat kediaman di

RT.005/RW.003, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate

Tengah,Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate
pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor
425/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicacat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,

Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, kurang lebih satu

tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)

Orang Anak yang bernama XXX dan anak tersebut dalam pengasuhan

Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan

November 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
4.1. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap
Penggugat pada bulan November 2016 yang pada saat itu anak
Penggugat dan Tergugat menangis (Rewel) dan Penggugat
membangunkan Tergugat dari tidur untuk membantu Pengguat
mengurus anak namun Tergugat tidak membantu malah sebaliknya
memukul Penggugat)

4.2 Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah mengajukan cerai terhadap
Penggugat di Pengadilan Agama Ternate namun tidak selesai;

4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak

tahun 2017 hingga saat ini;
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5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai
suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun
dan 11 (sebelas) Bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah

(cerai) dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughrah Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Eequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, yang
berkantor di JI. Raya Mangga Dua RT 002/RW 004, Kec. Kota Ternate
Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus
2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan
register nomor 301/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat
tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat / Kuasanya
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
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resmi dan patut menurut relaas Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Tte yang

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat / Kuasanya agar
berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap
pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk, An. Indasari Umar, Nik : XXX,
bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode
(Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota
Ternate, bermeterai cukup, dinaze gelen Pos dan setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua
Majelis diberi kode (Bukti P.2)

B. Bukti Saksi.

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah,
saksi setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

» Bahwa Penggugat bernama Indah Sari Umar, saksi ada hubungan
keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung;

» Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Mhd. Tabriz A. Daud
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Awam, suami dari Penggugat;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

» BahwaPenggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2016;

» Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tuan Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang
bernama Tita Nadira M. Tabriz;

» Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun sejak 2017 rumah tangga mulai goyah Penggugat dan
Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar;

» Bahwa Penyebabnya Penggugat memintah bantu Tergugat
mengurus anak yang lagi rewel, namun Tergugat marah kemudian
terjadi cekcok dan Tergugat memukul Penggugat sampai babak
belur, lalu Penggugat keluar dari rumah dan pergi kerumah orang tua
Penggugat;

» Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun dengar cerita dari
Penggugat, sebelumnya ketika ada cekcok Tergugat sering memukul
Penggugat;

» Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun
11 bulan, Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama;

» Bahwa tidak, selama anak Penggugat dan Tergugat berusia 33 hari
sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

» Bahwa tidak, Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan
Tergugat

» Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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2. Ramlia Rupa Binti Burhanuddin Rupa, umur 46 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kelurahan
Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi setelah bersumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

» Bahwa Penggugat bernama Indah Sari Umar, saksi ada hubungan
keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung;

» Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Mhd. Tabriz A. Daud
Awam, suami dari Penggugat;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

» Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2016;

» Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tuan Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang
bernama Tita Nadira M. Tabriz;

» Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun sejak 2017 rumah tangga mulai goyah Penggugat dan
Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar;

» Bahwa Penyebabnya Penggugat memintah bantu Tergugat mengurus
anak yang lagi rewel, namun Tergugat marah kemudian terjadi cekcok
dan Tergugat memukul Penggugat sampai babak belur, lalu
Penggugat keluar dari rumah dan pergi kerumah orang tua
Penggugat;

» Bahwa tidak, mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3
tahun 11 bulan, Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama;

» Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berusia 33 hari sampai
saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

» Bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat

» Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat /Kuasanya
menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat
didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Ternate dengan Nomor 301/VIII/2020
tanggal 04 Agustus 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu
Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan
subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat
menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk
beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal
115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan
telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar
agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi
tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar
mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di
persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ada pokoknya Penggugat/Kuasanya mengajukan
perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Tergugat
melakukan Kekerarasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak memberi nafkah
serta tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat

tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285
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R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan dindengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
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Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;
Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan dindengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi
2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Ternate;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang
menikah pada tanggal 16 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Ternate Tengah,;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan dikaruniai 1 orang anak ;

4, Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun
2017 sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabakan Tergugat

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

5. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kpada Penggugat dan
anaknya ;
6. Bahwa Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
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7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak tahun 2017 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul
lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat , akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh
ingin bercerai dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Ternate;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;
4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi
(onheel baar tweespalt);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu
perbuatan yang melawan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate,

maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat
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(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini
merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak
mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam
sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan
perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan
tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan
bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap
Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

MFL’&M@Q@LL@.};}M@\,}\@J‘&& 213 ‘SU

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya
dengan talak satu;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt),
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sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,
warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al
Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan

daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;
sl la o adfa auldal) ¢ 0

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan
suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai
Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), oleh karena itu
talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang
kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi
Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ternate pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir
Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.l dan Bahri Conoras,
S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marini Abdullah,
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S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I
Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  160.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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